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Pemilihan Umum Indonesia (PEMILU), yang pertama kalinya diadakan dengan sistem proporsional terbuka,
telah dilakukan pada Mei 2004. Wakil-wakil rakyat yang terpilih, telah disahkan dan diambil sumpahnya
pada bulan Oktober 2004, 11% diantaranya adalah perempuan. Persentase Wakil perempuan di DPR periode
2004 - 2009 ini merupakan cerminan hasil affirmative action peningkatan keterwakilan perempuan di
legidatf, yang mana KPPl (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) sebagai salah satu aktor yang mengusung
aksi tersebut. Studi inl menyoroti bagaimana peran KPPI dalam peningkatan partisipasi perempuan di
politik.

KPPI didirikan pada tahun 2000 oleh sgfumlah perempuan yang sebagian besar politisi dari berbagal partai
politik yang berbeda. Dengan bergabung menjadi anggota KPPI, para anggotanya sepakat untuk

menanggal kan identitas kepartaian mereka dan bekerja secara bersama-sama untuk menggiatkan

keterlibatan perempuan dalam dunia politik dan meningkatkan partisipasi dalam pembuatan kebijakan-
kebijakan melalui badan legidatif di parlemen. Langkah pertama yang diambil adalah : terlibat dalam proses
pembuatan peraturan dan Undang-undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum, khususnya
menyangkut kuota perempuan. Dalam proses pembuatan undang-undang tersebut, KPPl bekerjasama
dengan organisasi perempuan lainnya bersamasama untuk memberikan tekanan kepada para anggota
legidatif. Untuk menyetujui Pasal 65 ayat 1 bahwa Partai Politik diharapkan menominasikan perempuan
sebanyak 30% sebagai talon anggota legidatif. Sebelum dan sesudah UU tersebut disahkan. para anggota
KPPI secara pribadi atau kolektif bekerja untuk mempengaruhi berbagai kelompok kepentingan, khususnya
parpol, dalam menerapkan kebijakan tersebut. Namun hasiinya masih jauh dari yang diharapkan.

Hasil Pemilu Tahun 2004 menunjukkan UU tersebut belum sungguhsungguh mendukung perempuan
berpolitik. UU tersebut hanya “menominasikan’ tapi belum membuka peluang perempuan untuk dapat
terpilih. Berdasarkan basil Pemilu 2004, dapat dikatakan bahwa peran KPPl sebagal sebuah organisasi yang
memperjuangkan keterwakilan perempuan di politik, belum terialu signifikan dalam mendorong gerakan
politik perempuan, karena masih terjebak pada peran-peran sosial-nya.

Di masayang akan datang, dibutuhkan metodologi dan strategi yang matang untuk mencapai tujuan yang
ada. KPPI adalah bagian dari gerakan perempuan dan telah menjadi salah satu organisasi kepimpinan untuk
perubahan politik. Secara umum apa yang telah dan akan dilakukan KPPI harus dikaji dan dievaluasi
kembali demi kiprah politik perempuan. Telah banyak aspek yang dicapai apalagi KPPl mempunyai mandat
untuk itu. Temuan tesisini adalah salah satu dari usaha peningkatan efektifitas kerja/peran kPPI.
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